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Panggilan Moral untuk Pengesahan UU PPRT

Dral RUL dan
naskah akademik
PPRT sudah
dirombak 67 Kali,
ratusan dialog
publik relah
ilakukan, tekanan
internasional telah
disuarakan.

=y i presidlen sudith mem-
th‘i dukungan dan se-
bingian besar kelomgak

masyarakat sipil mendukung
bulat, tetapi DPR Delum juga
mengesahkan Undang-Undang
Perindungan  Pekerja Rumah
Tangga Kini, setelah semua
umen rasion: fal. ayam,
hukum, dan politik ditempuh,
vamp fersisa adalab saty ke
atan paling halus, tetapi tak
kb, dalam hal ini pang-
gilan mor:

Tanggal 15 Februari diper-
ingati sebogai Hari Pekerja
Rumah Tanggs (PRT) Naxional
Tanggal ini bukan sckodar
simbol. telapi pemand: luka se-
jarah vang berdarah.

Kila  mengenang  Sunarsih,
PRT Anak di Surabaya yang
meningal i pads 2001 Es

Rumih

dan  beruling  kali  menjadi
korban permainan palitik i
DPR selama 22 tahun.

Menjelang Hari Internasio-
nal Perempuan 8 Maret dan
Hari Buruh | Mei, Kuoalisi Sipil
kembali menggerakkan kanpa
e ontuk memanggl kessdar-
an moral para pemimpin DPR
untuk menuntaskan proses le-
giskasi RUU PPRT.
Suara ibu bangsa

Koalisi Sipil haru-haru ini
mengantarkan surat kepada L
ma unsur pimpinan PR dan
Presiden Republik Indonesia
Surat itu hukan sekadar do-
kumen advokasi. tetapi suara
hati hangss, Surat ditandae
tangani olch para [bu Bangsa,
Prof Saparinah Sadli, pendiri
gerakan kesetaraan dan Kom:
nas Perempusn; Shinka Nuri-
val, tokoh lintas iman yang
konsisten memperjuan
; GER Hemas,

Pinan percmpua s 0l
nisasi perwakilan pendiri Kong-
Wanita  Indenesia (Ko

ni),

sederhana, tetapi
ronegars harus me-
nyelesaikan UL PPRT yang

sudah 22 tahun terkatuni-ka-
tung di Senayan. DPR harue
5 a mendukung pe-
ik yang menjadi
penopang Cave Economy {Eko-
nomi Kepe an) yang men-
jogn keherkanjutan kehidupan
keluarga, ekonomi  nasianal,
bangsa dan negara yang di-
perankin kaw Ini bukan
tuntutan sektoral, tetapl pang-
ailan moral dan kemanusin,
Presiden pada 1 Mei 2025
teluh herjanji hahwa U0 PFRT
akan disahkan dalam waktu tiga
bulan. I waklu Lelsh lewat
karena proses legisksi di DPR
tersendit meskipun konfigurssi
politik  telah  memungkinkan
percepatan. PDI-P yang pada
periode sehelumnya masih ke-
heratan kini it Lakan
cdukungan resmi melalui kepu-
tusan kongres di Agustus 202
dan rakernas di Januan 2026,
Dengan demikian, - hamhatan
struktural praktis tiada dan ja-
Tan pengesahan tlah terby
Permasalahan utama jus-
I terletike padi e
‘mahnya komitmen po-
Titik Tims unsur pim-
pinan DPR. Sistem
Kalegial kepernimpin-
an vang scharusnva di-
sunakan uatuk mels-
yani p litike, malaly
uniuk menshan melalui
diskresi personal atau
velo terselubung.
Amanah konstitusio-
nal dlalam UTT MDD
menempatkan  pim-
pinan DPE  sehagsi
pengeerak proses de-
mokrasi, hukan pe-
ngendali yang mem-

bekukan  aspirasi
publik. Di titik inilah
panggilan maral

menjadi penggugah
dan penghidup hati
nurani para msur
pimpinan DPR.

Makna panggilan
moral

Panggilan  maral
bukan sckadar ing
bausn elis, tetapi
suara taran kolektif
yng melampi
kalkulasi palitik
jangles pendek. Mo-
ral berbicara tentang
tanggung jawsh terhadap
yung lemalt, scjarah, dan ma
S ddepan. Artings, moral dan
ctika mendabulul dan berposisi
el tinggi dari Bukum. Ketika
politik dalam keraguan, moral
menjadi penentu yang menun-
tun.

Dalam konteks UL PPRT,
panggilan moral berarti meng:
akui hahwa jutssn pekerja
rumah tangga selama ini hidup
dalam ruang abu-sbu hukum
bekerja tanpa kontrak, tanpa

Eva K Sundari

It Sorinch

Jjaminan sosial, tanpa perlin-
dungan dari kekerasan, dan se
ring tanpa pengakuan sebagai
pekera Mercks  m
rumah tangga orang lain, tetapi
negars belum  sepenuhnya
menjoga keselamatan dan mar-
tabal mereka, Ini adalah ke
tidakadilan yang tidak bisa
terus dihindari dan ditusda un-
tuk diselesaikan,

Pangyilan moral jugs berarti
menyadari bahwa legislasi bu-

g

putusan tentang prinsip. il
dan etika bernegara. DPR se-

perekonomian ey dengan
menjalankan prinsip 50, yaita

recognive (mengakui), reduce
{mengurangihebam),  redistri-
bution (membagi ulang tang-
gung jawab). reward (memberi
imbalan)  dan  representation
{mewakili kepenlingan) terkail
PRT. Kekuasaan DPR juga se-
patutnya digunakan  untuk
enper perwujudan ke-
adilan dan tanggung jawab ne-
gara untuk melindungi ke-
Tomnpuk rentain

Panggilan sejarah
Isu pekerja domestil
bukan isu bare Isu ini
telah  diangkat  hampir
salu abad Jaly dalam
Kongres Terempuan Indo-
nesia ahun 1928, Para p
puan perintis telah  melihat
buhwa kerja domestik adalsh
tondasi peradaban, tetapi se-
ring tak diakui dan tak dil-
indungi. Sejaral telah me-
mangsl berkali-ks ap
penundaan pengesahan UU
PPRT.

dakadilin yang, diwaris-
Y lintis generasi

Menjadi responsit terha-
dap panggilan sejareh berarti
memahami bahwa UU PPRT
hukan hanya produk hukum,
tetapi penanda kematangan
harygsn dalam menghangai koru
perawatan dan kerja domestik
Ban, g hesar tidak meng-
abaikon mereka vang meno-
parg kehidupan  sebari-hari
bangsa.

Pengesahan UL PPRT jugs
alan menjadi warisan penting
DPR periode ini, sehuah fegaqy
dalaon penataan ckonomi pera-
watan (care econnmy). Selama
ind kerja perawatan, merawat
anak, wargs lansiy, rumah 1

-

cliari 2
disnggap tak hernilsi ekonomi
padahal care economy vang me-
nopany seluruh sistem priduk-
si. Tanpa kerja perawatan, cko
momi formal tidak n,

Penguatan sektor keperawat-
an akan memiliki dampak eko-
nomi nyata. Pertama, mening-

i ixia s
puan karena beban perawatan
lebih adil dan tedindung. Ke-
dua,  menciptakan  Japangan
kerja formal di sektor domestik
dan layanan perawatan. Ketign,
meningkatkan  produktivt
nasional  karena  stabilitas
rumah tang dan kesejabte-
raan sosial membaik, Keempat,
mengurangi  kemiskinan pe-
rempuan dan kerentanan so-
sial. Kelima, memperkust ki
tahanan sosial bangsa, terutama
ihilam menghadapi krisis eka-
nomi dan demografi

Dalam Rencana Aksi Nasi-
onal Ekonomi Perawatan, UL
PPHT menjadi fondasi reyguls
vang memastikan kerja dome
tik diukui, dilindungi. dan di-
transformasikan menjadi bagi-
an dari sistem ekonomi yang

adil dan berkelanjutan, Ini bu-

rategi pembangunan.
jarsh hangss ini menun-
jukkan bahwa perubalion besar
sering lahir bukan dari tekanan
kekuasaan, tetapi dari kebera
nisn moml, U1 PPRT kini ber-
ada di titik penentuan. Semua
angumen telah disampaikan, se-
mua proses telah ditempuh. se-
mun dukumgan tolah terbuki
Yang tersisa adalah keputusan
hati nurani,

Panggilain moral para Thu
lar s pe-
rempuan, tetapi suara keadilan.
Ta mengingatkan bahwa negam
ada untuk melindungi yvang le
mash bahwa politik
pelayanan, dan bahwa hukum
harus berihak pads kehidup-

an
Hari PR mongonangs Sunsr-
sih mengingatkan kita bahwa
setisp penundasn pengesahan
UU PPRT adalah memperpan:
jang penderitaan julaan perem-
Sebalilya. pengesahan
lalah bukan sekadar ke-
bon legislasi, tetapi kewa
jihan maral bangss, Saatnya
DPR menjawab panggilan se
jarsh demi keswdaran negarn-
wan vaitu keadilan sosial.
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